
JAKARTA (KR) - Polda
Metro Jaya mulai melaku-
kan penyidikan terkait la-
poran kebocoran dokumen
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) dalam pe-
nyelidikan dugaan korupsi
di Kementerian ESDM.
Sejumlah pegawai KPK te-
lah ikut diperiksa penyidik
Polda Metro Jaya.

“Iya, Minggu lalu (di-
periksa). Sepengetahuan
kami Minggu yang lalu,” ka-
ta Kabag Pemberitaan KPK
Ali Fikri di KPK Jakarta,
Selasa (20/6). Menurutnya,
pegawai KPK yang diperik-
sa diketahui merupakan
penyelidik dan penyidik.
Para saksi itu diperiksa pa-
da Kamis (15/6) dan Jumat
(16/6) di Polda Metro Jaya.

Pihak KPK, menurut Ali,
bersikap kooperatif dalam
proses hukum yang tengah
berjalan di Polda Metro Ja-
ya. Ia juga memastikan se-
tiap pegawai KPK akan
memenuhi panggilan pe-
meriksaan dari penyidik ke-
polisian. “Kami hargai, ka-

mi hormati bahkan kemudi-
an kalau keterangan yang
diperlukan dari pegawai,
kami hadir,” ujarnya.

Polda Metro Jaya me-
nyampaikan tentang mulai
melakukan penyidikan
terkait laporan kebocoran
dokumen KPK dalam pe-
nyelidikan dugaan korupsi
di Kementerian ESDM.
Kapolda Metro Jaya Irjen
Karyoto mengatakan, kasus
kebocoran dokumen KPK
naik ke tahap penyidikan
karena memenuhi unsur pi-
dana.

“Setelah dilakukan peme-
riksaan awal, ada beberapa
pihak-pihak yang diklari-
fikasi. Dan kami memang
sudah menemukan adanya
peristiwa pidana,” kata
Karyoto kepada wartawan
di Polda Metro Jaya, Jakar-
ta, Selasa (20/6).        (Ful)-d

JEDDAH

(KR) - Peme-

rintah Arab

Saudi mem-

berikan se-

jumlah kemudahan kepa-

da seluruh jemaah haji,

termasuk Indonesia. Ke-

mudahan yang dimaksud

seperti membuat inovasi

yang memudahkan jema-

ah termasuk ketika yang

paling krusial di Arafah,

Muzdalifah, Mina dan di

Madinah ketika jemaah

mau masuk Raudhah.

Demikian disampaikan

Menteri Agama (Menag)

Yaqut Cholil Qoumas, Se-

lasa (20/6) usai menghadiri

Simposium Haji 2023 yang

mengusung tema ‘Fiqih

Attaisir Filhajj atau Fiqih

Kemudahan dalam Ibadah

Haji’ di Hotel Ritz Carlton

Jeddah Arab Saudi.

Ia mengaku mendapat

kabar yang menggembi-

rakan terkait penyeleng-

garaan ibadah haji 1444

H/2023 M. Apalagi musim

ini merupakan tahun per-

tama Indonesia kembali

mendapatkan kuota

penuh dan tambahan pas-

capandemi Covid-19. 

Menurut Menag, peme-

rintah Arab Saudi telah

melakukan sejumlah tero-

bosan dan inovasi berbasis

teknologi informasi yang

memudahkan para je-

maah mengakses tempat-

tempat tersebut. Salah sa-

tunya lewat tasrih dan ap-

likasi Nusuk yang memu-

dahkan seluruh jemaah

bisa masuk ke Raudhah

dengan tertib.

Tak hanya itu, pemerin-

tah Arab Saudi juga mem-

berikan fasilitas sejumlah

mobil golf yang bisa digu-

nakan untuk membantu

mobilitas jemaah saat

pelaksanaan lempar jum-

rah.  (Ati)-f
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JAKARTA (KR) - Pengamat

Kepolisian dari Institute for Secu-

rity and Strategic Studies (ISESS)

Bambang Rukminto mengkritisi

aturan pembuatan Surat Izin

Mengemudi (SIM) untuk kenda-

raan bermotor perseorangan dan

angkutan umum wajib menyer-

takan sertifikat mengemudi.

“Ini sekilas adalah langkah ba-

gus. Tapi kalau tidak dicermati ha-

nya akan memperbanyak pos dan

melegalkan pungutan liar (pungli)

dengan perantara pihak ketiga,”

ujar Bambang kepada Antara di

Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, yang menja-

di persoalan adanya aturan terse-

but adalah siapa yang mem-

berikan izin kepada lembaga kur-

sus mengemudi yang mengeluar-

kan sertifikat. “Izin tersebut tentu-

nya tidak gratis, sehingga lagi-lagi

persoalan ini bermuara kepada

Kepolisian. Publik akan dikena-

kan biaya tambahan khusus yang

tentu tidak murah selain biaya

SIM,” ujarnya.

Bambang pun mengingatkan

bahwa semua pungutan pada ma-

syarakat harus melalui kesepakat-

an Pemerintah dan DPR RI. Kepo-

lisian tidak bisa membuat syarat

layanan publik dengan memungut

biaya sendiri tanpa landasan atur-

an terkait pungutan biaya.

UU Nomor 20 Tahun 1997 ten-

tang penerimaan negara bukan

pajak (PNBP), kata Bambang, da-

lam beleid itu disebutkan bahwa

segala pungutan yang dibebankan

kepada rakyat harus seizin Dewan

Perwakilan Rakyat. “Kalau pra-

syarat sertifikat mengemudi itu

tetap dipaksakan, harusnya publik

mendapat kompensasi dengan

menggratiskan biaya SIM,” kata

Bambang.

Direktur Regident Korlantas

Polri Brigjen Pol Yusri Yunus me-

ngatakan, syarat pembuatan SIM

wajib sertifikasi pengemudi sudah

ada sejak lama, hanya saja penera-

pannya belum berjalan.

Aturan itu, kata Yusri, didasari

proses pembuatan SIM di Indo-

nesia yang terbilang mudah dan

murah, padahal dampak kece-

lakaan di jalanan cukup tinggi. “Di

Indonesia Rp 100.000 bisa dapat

SIM, padahal harus diketahui

dampak kecelakaan di jalan itu

Indonesia tinggi angka kematian,”

kata Yusri.

Mantan Kabid Humas Polda

Metro Jaya itu menyebut tarif

pembuatan SIM di Indonesia,

yakni Rp 50.000 untuk kategori

SIM D dan D-I, dan Rp 100.000

untuk C, C-I, C-II. Sedangkan SIM

A, B-I, dan B-II sebesar Rp

120.000, dan khusus SIM Inter-

nasional lebih mahal mencapai Rp

250.000.

Yusri menekankan, penyertaan

sertifikat mengemudi dalam atur-

an permohonan SIM bukanlah ke-

bijakan baru, melainkan aturan

lama yang baru akan diaktifkan.

“Sudah lama (aturan itu), sebelum

ada Perpol 05 juga sudah dinyata-

kan, iya,” katanya.

Ia menjelaskan, aturan menyer-

takan sertifikat mengemudi dalam

permohonan SIM itu terlampir da-

lam Peraturan Polri (Perpol) No 5

Tahun 2021 tentang penerbitan

dan penandaan SIM, pada Pasal 9

huruf a poin nomor 3. Poin Nomor

3a itu berbunyi, yakni melam-

pirkan fotokopi sertifikat pen-

didikan dan pelatihan mengemudi

yang asli yang dikeluarkan oleh

sekolah mengemudi yang terakre-

ditasi, paling lama enam bulan se-

jak tanggal diterbitkan.        (Ant)-f

PEMILU adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

anggota DPR, DPD,  Presiden dan Wakil Presiden serta me-

milih anggota DPRD.  Yang paling menarik perhatian dalam

pemilu adalah pemilihan pasangan Calon Presiden (capres)

dan Calon Wakil Presiden (cawapres). Pasangan tersebut

diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang

memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR atau sedikitnya 25%

suara nasional Pemilu sebelumnya.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menurut jadwal

baru akan dibuka pada 19 Oktober � 25 November 2023.

Meskipun masih lama, tetapi sudah sangat ramai orang

membicarakan siapa pasangan capres dan wapres yang

akan menang dalam pemilu tahun depan. Salah satu yang

cukup menarik untuk disimak adalah hasil survei elektabilitas

capres yang dilakukan oleh lembaga survei.

* Bersambung hal 16 kol 5

● MINGGU siang, saya

naik bus dalam perjalanan

menuju Jakarta melewati

Bawen Semarang. Saya

melihat ada truk melintas

dengan tulisan pada ba-

gian belakang bak: Cha-

nge. Ternyata kepanjang-

annya: Capek hati? Awas,

nafas gak enak. (B Reyno

J, Jalan Telaga Sarangan

2/99, RT 003 RW 008, Pe-

ngasinan, Rawalumbu Be-

kasi 17115)-f

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

Arab Saudi Beri Banyak Kemudahan Jemaah

YOGYA (KR) - Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri

Masako, Rabu (21/6) hari ini dijadwalkan bertemu Raja Kra-

ton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Ha-

mengku Buwono X  di Kraton Yogyakarta. Sejumlah persiap-

an dilakukan Kraton Yogyakarta maupun Pemda DIY untuk

menyambut kedatangan Kaisar Jepang dan permaisuri.

“Persiapan penyambutan di Kraton Yogyakarta sudah

berjalan dengan baik. Karena persiapan sudah dilakukan

dua minggu, termasuk menyiapkan persembahan tari dari

Kraton Yogyakarta. Kami akan persembahkan tari-tarian

kemudian dinner. Untuk tariannya Lawung (Beksan

Lawung Ageng),” kata putri sulung Sultan HB X, GKR

Mangkubumi di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (20/6).

GKR Mangkubumi mengatakan, kedatangan Kaisar

Jepang Naruhito ke Kraton Yogyakarta bertujuan untuk

napak tilas. Karena sebelumnya orangtua Kaisar Naruhito

juga pernah berkunjung ke Kraton Yogyakarta dan berte-

mu Sultan HB X.  (Ria)-f

HARI INI DI KRATON YOGYAKARTA

Kaisar Jepang Napak Tilas

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas

mengatakan, usulan libur Hari Raya Idul

Adha 1444 Hijriah selama tiga hari, yakni

pada 28-30 Juni 2023, bertujuan supaya

masyarakat memiliki waktu libur ber-

kualitas bersama keluarga.

“Jadi, Surat Keputusan Bersama

(SKB)-nya sedang proses sekarang ditan-

datangani, begitu juga Perpresnya,” kata

Azwar Anas di Istana Wakil Presiden,

Jakarta, Selasa (20/6).

Menteri PAN-RB menjelaskan, usulan

libur Idul Adha selama tiga hari itu bukan

semata-mata disebabkan adanya perbe-

daan penetapan Idul Adha antara Peme-

rintah dengan organisasi kemasyarakat-

an (ormas) keagamaan Muhammadiyah,

tetapi juga untuk menciptakan kualitas

libur masyarakat dengan keluarga me-

ningkat.

“Jadi bukan semata-mata karena ada

dua Idul Adha di hari berbeda, tetapi kan

ini musim liburan anak-anak, sehingga

quality time dari para ASN kita dan juga

masyarakat Indonesia penting untuk

berkumpul bersama keluarga,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, libur panjang

Idul Adha 2023 itu diharapkan dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi di

daerah. “Jadi, untuk mendorong agar

kualitas keluarga kita meningkat, kemu-

dian juga ekonomi bergerak ke daerah-

daerah, ya. Jadi, untuk Rabu dan Jumat

menjadi cuti bersama dan hari Ming-

gunya tetap libur nasional,” katanya.

Namun demikian, kata Menteri PAN-

RB, hal tersebut masih menunggu Pe-

raturan Presiden (Perpres). Presiden Joko

Widodo, kata Azwar Anas, sangat ber-

harap perekonomian di daerah dapat

tumbuh dan berkembang dengan libur

panjang Idul Adha. “Dan kita tunggu nan-

ti SKB-nya untuk segera diterbitkan,

sekali lagi ini baru usulan,” jelasnya.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin

menyatakan, Pemerintah pasti akan me-

nyesuaikan keputusan terkait hari libur de-

ngan adanya perbedaan penetapan Idul

Adha. “Cuti bersama karena ada dua hari

Idul Adha yang berbeda, tentu akan diga-

bung oleh Pemerintah, disesuaikanlah. Sa-

ya kira begitu,” ujar Ma’ruf Amin.    (Ant)-f

HARI RAYA IDULADHA

Libur 3 Hari, 28-30 Juni

KARANGANYAR (KR) - Angan-angan Kasno, pemilik

sapi berbobot 8,1 kuintal asal Desa Doplang Karangpan-

dan agar ternaknya dibeli Presiden Jokowi pupus. Ia men-

dapat telepon dari Sekretariat Kepresidenan bahwa sapi

jenis Peranakan Ongole (PO) itu batal dibeli untuk keper-

luan berkurban Jokowi.

“Kemarin habis Salat Jumat ada telepon dari Sekreta-

riat Kepresidenan. Sapi saya yang sudah disurvei dan

dicek beberapa kali oleh petugas veteriner, enggak jadi di-

beli Pak Presiden,” kata Kasno, Selasa (20/6). 

Setelah dibatalkan secara lisan saja, Kasno mengaku sa-

ngat kecewa. Apalagi tak ada surat pemberitahuan resmi

mengenai pembatalan itu serta alasannya. Selama ini ia

yakin lolos seleksi pemeriksaan hewan. Apalagi aneka per-

syaratan administrasi pembelian hewan kurban sudah

dilengkapi. 

Kasno masih berharap Presiden Jokowi mempertim-

bangkan lagi pembatalan tersebut. Rencananya sapi kur-

ban Jokowi ini akan diserahkan di Masjid Al Wustho

Mangkunegara Solo. 

Kasno juga akan menuntut pertanggungjawaban petu-

gas pemeriksa sapi. Sebab, muncul luka luar setelah sa-

pinya diperiksa petugas veteriner. “Saya akan menuntut

kalau memang tidak jadi dibeli. Karena sapi saya jadi ca-

cat,” katanya.

“Saya khawatir sapi ini tidak laku pasar karena alami

kecacatan. Apalagi ini  dibatalkan sudah mendekati Idul

Adha. Harusnya ada solusi,” katanya.                         (Lim)-f

Sapi Batal Dibeli Jokowi,
Pemilik Bakal Menuntut

KEBOCORAN DOKUMEN KORUPSI DI ESDM

Polda Naikkan ke Tahap Penyidikan

KR-Istimewa

Menag Yaqut Cholil Qoumas usai mengikuti pem-
bukaan Muktamar Perhajian Kementerian Haji
dan Umrah Arab Saudi di Jeddah.

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

KETERSEDIAAN SAPI: Pedagang sapi menjajakan sapi dagangannya di Pasar Hewan Ternak
Ambarketawang, Gamping, Sleman, Selasa (20/6/2023). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
DIY menyebut kebutuhan sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 2023 di DIY sudah mencukupi,
tercatat kebutuhan sapi sebanyak 25.979 ekor dan data sementara ketersediaan sapi 26.067 ekor. 


